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BUPATI MUSI RAWAS

PERATURAN BUPATI MUSI RAWAS
NOMOR 8% TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI MUSI RAWAS NO 60 TAHUN 2018
TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PROGRAM JAMINAN SOSIAL
KETENAGAKERJAAN BAGI PEGAWAI HONORARIUM DAERAH
(PEKERJA PENERIMA UPAH) DAN PEKERJA BUKAN PENERIMA UPAH
DI KABUPATEN MUSI RAWAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUSI RAWAS,

Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan kelancaran penyelenggaraan

program jaminan sosial ketenagakerjaan sebagai upaya
pemenuhan kewajiban dalam memperoleh jaminan
sosial ketenagakerjaan sesuai amanat Pasal 3 Peraturan
Menteri Tenaga Kerja Nomor 1 Tahun 2006 tentang Tata
Cara Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan,
Jaminan Kematian, dan Jaminan Hari Tua Bagi Peserta
Bukan Penerima Upah, telah ditetapkan Peraturan
Bupati Musi Rawas Nomor 60 Tahun 2018 tentang
Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Sosial
Ketenagakerjaan Bagi Pegawai Honorarium Daerah
(Pekerja Penerima Upah) dan Pekerja Bukan Penerima
Upah di Kabupaten Musi Rawas;

b. bahwa dengan adanya perubahan pembebanan
pembayaran iuran peserta penerima upah pada
penyelenggara negara, maka perlu menetapkan
Peraturan Bupati Musi Rawas tentang Perubahan Atas
Peraturan Bupati Musi Rawas Nomor 60 Tahun 2018
tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Sosial
Ketenagakerjaan Bagi Pegawai Honorarium Daerah
(Pekerja Penerima Upah) dan Pekerja Bukan Penerima
Upah di Kabupaten Musi Rawas;



Mengingat

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di
Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 1821);

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1981 tentang Wajib
Lapor Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1981 Nomor 39, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3201);
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang
Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3833);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4286j;

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem
Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang
Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5038);

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan
Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5234);



10.

11.

12.

13.

14.

15.

Undang-Undang MNomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5679);

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang
Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 5601);

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 85
Tahun 2013 tentang Tata Cara Hubungan Antar
Lembaga Badan Penyelenggara Jaminan  Sosial
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013
Nomor 230, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5473);

Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2013 tentang
Tata Cara Pengenaan Sanksi Administrasi Kepada
Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara dan Setiap
Orang, Selain Pemberi Kerja, Pekerja dan Penerima
Bantuan Iuran dalam Penyelenggara Jaminan Sosial
(Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 238,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5481);

Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 Tentang
Penyelenggara Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan
Jaminan Kematian (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 154, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5714);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 Tentang
Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintahan  Daerah{Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6041);



Menetapkan

16. Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2013 tentang
Pentahapan Kepesertaan Program Jaminan Sosial
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013
Nomor 253);

17. Keputusan Presiden Nomor 22 Tahun 1993 tentang
Penyakit yang timbul karena hubungan kerja;

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 2036);

19. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 01 Tahun
2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Program
Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, dan
Jaminan Hari Tua Bagi Peserta Bukan Penerima Upah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor
243);

20. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 10
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah Kabupaten Musi Rawas (Lembaran
Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2016 Nomor 10);

MEMUTUSKAN:

: PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI MUSI RAWAS

NOMOR 60 TAHUN 2018 TENTANG PELAKSANAAN
PROGRAM JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN BAGI
PEGAWAI HONORARIUM DAERAH (PEKERJA PENERIMA
UPAH) DAN PEKERJA BUKAN PENERIMA UPAH DI
KABUPATEN MUSI RAWAS,

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 60 Tahun
2018 tentang Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Sosial
Ketenagakerjaan bagi Pegawai Honorarium Daerah (Pekerja
Penerima Upah) dan Pekerja Bukan Penerima Upah di
Kabupaten Musi Rawas (Berita Daerah Kabupaten Musi Rawas
Tahun 2018 Nomor 60) diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut :

1. Pasal 26 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:



Bagian Ketiga
Penagihan dan Pembayaran Ihuran Peserta Penerima Upah
Pada Penyelenggara Negara
Tata Cara Penagihan Dan Klaim

Pasal 26

(1) Pembayaran iuran peserta penerima upah pada
penyelenggara negara, pada program JKK dan program
JKM dibebankan pada honorarium yang diterima oleh
pegawai honorer daerah masing-masing.

(2) dihapus.

(3) Prosedur dan tata cara penagihan dan pembayaran iuran
diatur lebih lanjut dalam peraturan BPJS
Ketenagakerjaan vyang tidak bertentangan dengan
perundang-undangan.

Pasal I
Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.
Agar setiap orang  mengetahuinya, memerintahkan

pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya
dalam Berita Daerah Kabupaten Musi Rawas.

Ditetapkan di Muara Beliti
pada tanggh, b Octwber 2018

*BU PA’ i RAWAS*/

H. HENDRA GUNAWAN

pada tanggal, b Odber 2018
Pj. SEKRETARIS DAERAH
7 KABUPATEN MUSI RAWAS,
L 7

B

EC. PRISKODESI

Diundangkan di Muara Beliti 7 \J

BERITA DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS TAHUN 2018 NOMOR 83



Bagian Ketiga
Penagihan dan Pembayaran Iuran Peserta Penerima Upah
Pada Penyelenggara Negara
Tata Cara Penagihan Dan Klaim

Pasal 26

(1) Pembayaran iuran peserta penerima upah pada
penyelenggara negara, pada program JKK dan program
JKM dibebankan pada honorarium yang diterima oleh
pegawai honorer daerah masing-masing.

(2) dihapus.

(3) Prosedur dan tata cara penagihan dan pembayaran iuran
diatur  lebih lanjut dalam = peraturan  BPJS
Ketenagakerjaan yang tidak bertentangan dengan
perundang-undangan.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.
Agar  setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya
dalam Berita Daerah Kabupaten Musi Rawas.

Ditetapkan di Muara Beliti
pada tanggay, b Ocrsber 2018
BUPA SI RAWAS,

H. N GUNAWAN

Diundangkan di Muara Beliti

pada tanggal, & odebvir 2018

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MUSI RAWAS,

L=

EC. PRISKODESI

———

BERITA DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS TAHUN 2018 NOMOR 23



